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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN _j g8 ic
KABUPATEN BANYUMAS sl
NOMOR : 421.9 /§ 42 / 2015

TENTANG .
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN BERSERI
DESA KEBOCORAN KECAMATAN KEDUNG BANTENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Membaca : a. Proposal yang diajukan oleh TP - PKK Desa Kebocoran
Nomor 421,1/02/111/2015 tanggal 31 Juli 2015 perihal
permohonan izin pendirian Kelompok Bermain Berseri;

b. Hasil verifikasi keberadaan calon Kelompok Bermain Berseri
oleh tim verifikasi lembaga baru Bidang Pendidikan Non

Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 21
Oktober 2015;

Menimbang

o

Bahwa permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan
sesuai dengan ketentuan pendirian dan penyelenggaraan ;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a
dipandang perlu untuk memberikan izin pendirian
Kelompok Bermain Berseri dengan Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara .
Republik Indonesia Nomor 3928;

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235;

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301};

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan undang - undang
nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844;

S. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia
Nomor 5603;



Menetapkan

KE SATU

KE DUA

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentm?g
Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 4496) sebagaimana telah
dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan. Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomur
5105); % :

8. Perat)uran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun
2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);

10.  Peraturan Bupati Banyumas Momor 55 Tahun 2006 tentarg
Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
Model di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Tahun 2006
Kabupaten Banyumas Nomor 38 Seri E);

11, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 Tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten
Banyumas;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIXAN KABUPATEN
BANYUMAS TENTANG 1ZIN PENDIRIAN DAN
PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN BERSERI DESA
KEBOCORAN, KECAMATAN KEDUNG BANTENG

Memberian Izin : Pemerintah Dega Kebocoran
Pendirian dan

Penyelenggaraan

kepada

Nama Penyelenggara : Eri Pujiono

Alamat Penyelenggara : JI. Raya Kebocoran Desa Kebocoran
Kec. Ked ungbanteng

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan
Kelompok Bermain Berseri

Alamat Lembaga : Kebocoran Rt 05/02 Kec.
I(edungbanteng

Status Tanah © Hak Pakai

Status Bangunan . Hak Pakai

Luas Bangunan b 40 M2

Luas Tanah © 1050 M2

Pemegang  Izin sehagaimana dimaksud  diktum KESATU
dibaruskan memenuhi ketentuan dan p:rsyaratan sebagai
berikut:

1. Mematuhi  seluruh ketentuan yang berkenaan dengan
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan
Pemerintah.

2. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses
pendidikan  bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan
peraturan perundang - undangan yang berlaku.




Menja -
kesejhgfari(etertlban’ keamanan, keindahan, kebersihan dan

Pendidilay, lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan

4. ]Biii‘rf;aa?lzkfl:l dan mematuhi setiap peraturan dan atau
Pemerint‘ah_ I‘ldangan yang berlaku yang di kelurakan oleh

9. ngﬁgi,kan sekolah sebagai }viyat.a riandala dalam rangka

6. Mematulﬁllszﬁjgzll—{ tel”1 dan nasm.nghs;?e_

7. Memili - pelayanan minima

8 1 ki sarana dan prasarana/ perlengkapan yang memadai;
-+ lersedia Alat Peraga Edukatif (APIT) luar, APE dalam dan
Sarana belajar lainnya; -
9. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai:
10. Mempunyai stempel lembaga Pendidikan ;
11, Memasang papan nama lembaga Pendidikan .

KETIGA Pemegang izin sebagaimana diktum KEDUA dilarang :

1. Mendirikan dan /atau menambah jenis kegiatan tanpa izin
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

2. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

3. Merubah Nama Lembaga tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumas.

4. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun
berturut - turut tanpa keterangan yang sah.

S. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman
penyelenggaraan yang berlaku.

KEEMPAT : lzin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan
apabila :

1. Pemegang izin melanggar kewajiban - kewajiban atau
larangan - larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.

2. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran
dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut — turut tanpa
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Lembaga sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian
lembaga. ‘

4. Izin diperoleh secara tidak syah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila ‘dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto _
pada tanggal . 4 - /.2 - 2. 4S
P e

—
5D DINAS PENDIDIKAN

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Asekbang Kab. Banyumas

3. Camat Kedung Banteng

4. Kepala Desa/Kelurahan Kebocoran

5. Arsip (PNF)



